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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya.
Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah
penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalamlingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,

dengansejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini

mengadopsi‘“Pedoman Transli& r\si Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan
v
Ky
bersama (SKB)Menteri /. 0 n Mente ndidikan dan Kebudayaan R.I.,
— \-\v <

;K S -~ ~p
masing-masing No%;%& Tahun 1987 dan Nomiot:;,0543b/U/1987.
N

)

Singkatan \1akang lafaz “Allah”, “Rasulallah”, atau nama Sahabat,
\ | Y
sebagaimana ditet@ﬁ> dalam %B\ters ut meng é(an “SWT”, “saw”, dan
2

. _ _
“ra”.Dengan memilih dan mg¢ i ansliterasi tersebut di atas sebagai

acuan dalam pedoman ini, 1s akademika yang menulis karya
tulis ilmiah di lingkungan ST aruskan untuk mengikuti pedoman
transliterasi Arab-Latin ters sisten jika transliterasi memang
diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang
=& FBA MAKASSAR

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.



A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:
I a a:d o= .k
<:b 3:7 L:t J:1
Gt oir L:z aim
&S Jiz g orn
z:J IIW
z:h 2:h
- : Kh Sy

c
. N “\
B. Konsonan RK) K Ap L\}J . :\

Konsonan Rangkap (/a

Contoh :

we,

4125 = mugaddimah

s 327 17 —
55l = al-madmah al-munawwara

SLIBA MAKASSAR

fathah  ditulisa contoh 158
kasrah . ditulis 1 contoh &)

dammah ' ditulisu contoh &&&

Xi



2. Vokal Rangkap
Vocal Rangkap ¢ (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh : &) = zainab <X = kaifa
Vocal Rangkap s (fathah dan waw) ditulis “au”
Contoh : J3~ = Qaula J3= gaula

3. Vokal Panjang (maddah)

I dan . (fathah) ditulis a contoh: W& = gama

w2 (kasrah) ditulis T contoh: &5 = rahin
\
\ q
' (dammah) dituli “q‘gx@,n: 13k Sil

\s)“/
D. Ta Marbitah /;?9,
AP

-
il %
Ta’ marbutah »mati atau mendapat harkat su\ itulis /h/

b s N <\~
Contoh : 4=_ = Makka1 al—Mukiramah . ‘\
2

Ta marbiitah yang hidup

~p
‘Cn 2

Ly A AT ol puka
§ 0 534l 881 = glesunnatu
Hamzah.
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tanda apostrof ( *)

Contoh : O\ =1man, bukan ‘iman
- :«é 1 - e = oy e o= ¢
LY = ittihad al-ummah, bukan ‘ittihad al- ‘ummah
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F. Lafzu’ Jalalah
Lafzu’ Jalalah (kata 44 ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh : 443 ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah
4 3\a ditulis: Jarullah.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-* tetap dituis “al-*, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf gamariah maupun xmsiah.
) \

<Cn 2
-
MQA'N
2) Huruf “a” padagkata sandang “al-* tetap ditlzg an huruf kecil,

y <
meskipun % yakan narrtﬂi. | . 4(\
- <

Contoh: ¢s253kll = al-

A Y1 =al-Azhar

30 3aiall = al-Mansiira
3) Kata sandang “al” an pada kata “Al-Qur’an ditulis
dengan huruf kapital.
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Saya membaca Al-Qur’an al-Karim
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Singkatan :
saw. =
swt. =
ra. =
Q.S. =

Uuu =

Cet. =

tth. =

sallallahu ‘alaihi wa sallam
subhanahu wa ta’ala
radiyallahu ‘anhu
al-Qur’an Surat
Undang-Undang

Masehi/Miladiyyah

! \ =
\ A
tanpa pe%ﬁfﬁv (>
~_
) / ~
tanpa;!?%@ penerbit °C L 2,
—5 §
e
tan% un | | . i\
2

halaman

Hijriyah
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ABSTRAK

Nama : Irfansyah
NIM : 161011247
Judul : Praktik Jual Beli Ijazah dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami “Praktik Jual Beli [jazah dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun
masalah yang akan diteliti ialah analisis rukun dan syarat jual beli ijazah, analisis jual
beli jjazah menurut bisnis Islam, analisis akibat jual beli ijazah.

Dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research
yang bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik jual beli ijazah, dan
selanjutnya menganalisis praktik jual beli ijazah memlalui pendekatan normatif
serta dielaborasikan dengan teerj jual belif_etika bisnis Islam dan kaidah-kaidah

Alquran, hadits, ataupun pen A ¢ f> o R

Dari keselu asit ‘penelitian sesuai dengan rumusan
masalah dan tujuan Kq& kan bahwa, praktik jual beli
jjazah merupakan E@l "kejahatan dan tindak p1( ang sebagai kejahatan

pemalsuan surat. . schrift) karena ijazah
menimbulkan pengakdan atau hak atas jgelar ak ik, ataupun merupakan
pengakuan atas I}q&?}a L@E g tercan ar\dalam lembaran ijazah
tersebut. Dan dapat disimp al beli 1jazah merupakan praktik
jual beli yang tidak sah kare 11 tidak sepenuhnya terpenuhi dan
merupakan jual beli yang di m Islam dan tidak sesuai dengan
etika bisnis Islam. Selain i ijjazah juga merupakan perbuatan
yang melanggar hukum yait dan Undang-Undang no. 20 tahun
2003 Tentang Sistem Pendid

STIBA MAKASSAR

XV



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, kebutuhan masyarakat terhadap jenis barang dan
kegiatan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan.
Begitu juga dengan objek jual beli yang mengalami perkembangan. Salah

satunya ijazah yang dijadikan sebagai objek jual beli.! Fenomena jual beli ijazah

erkemba teknologi dan ilmu pengetahuan
(s o

bukanlah hal yang baru, adany
, <IN ,
yang tidak diiringi de ahan pola* "'dqg Jnoral masyarakat menjadi
-~
~p

\
. N e N .. . ‘Cn 2
pemicu maraknya jualbeliijazah di masyarakat.”
—

e,

\
Selain itu, mendapatkan pekerjaan ya

A
dan kenaikan jab%(al%> ga menlqa,@g_ngah satu
. _ 4

g beranggapan bahwa seseorang

tisius, misalnya PNS
2\
é maraknya jual beli

jjazah. Tidak heran jika mas

yang memiliki pekerjaan ya ius (pegawai negeri atau swasta)
secara sosial akan dihormati gai tokoh atau cendekiawan oleh
sebagian besar masyarakat, setiap kegiatan pembangunan

kemasyarakatan seseorang akan selalu mendapatkan tempat utama dalam setiap

~5FHBAMAKASSAR

! Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tjazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

2 Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.



Terjadinya dinamika dalam sebuah pekerjaan saat ini, seperti pekerjaan
yang bertaraf professional mensyaratkan kualifikasi pendidikan yang tertentu.
Berarti seseorang yang memiliki pekerjaan yang prestisius hampir dapat
dipastikan mempunyai pengalaman pendidikan yang tinggi. Seseorang yang
memiliki latar belakang pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan ide,
gagasan yang bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

mengakomodir kebutuhan anggota masyarakat yang beragam.

Akibat adanya dinamik pekerjaar‘l/gaat ini yaitu dimana pekerjaan
.. .« : x ¢ 2’ < .
prestisius atau pekerjaan | yang, profes .yang mengisyaratkan adanya
)\ *e ~—_
e 9 ’/' \ =
kualifikasi berdasarkan pendidikan, maka tid
&~ 2 P

-_—
mengambil jalan pintas

. P
arang banyak orang yang
o

\salah satunya adalah membu\ %(umen atau pemalsuan

2\
kan pekeiaan yang layak da 1Aempunyai penghasilan
2

dengan cara jual beli ijazah.

Adanya praktik jual i 1] empermudah seseorang untuk
es belajar. Padahal Pasal 17 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang
“STIBA*"MARASSAR ™
menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa/i yang telah
menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan

dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh



perguruan tinggi yang bersangkutan.>
Hal ini menjadi kontradiksi dalam mendapatkan ijazah melalui praktik jual
beli ijazah. Pada hakikatnya semua kegiatan jual beli boleh dilakukan, kecuali

yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya.

Di dalam Islam jual beli adalah salah satu aspek muamalat yang penting
dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

—y
W O (=
\) ¢ > P LG, . oo sk @//‘/
/X”%@ (s W I T
AN 7 -5
-&:fe?' e
Terjemahnya: = ‘>

\
lah menghalalkan jual beli daﬁgharamkan riba.*
m Isla; Eiperbolehkan melakukan

segala bentuk jual beli. Na

jurkan agar pemeluknya berusaha
atau berniaga dengan cara enghindari yang haram. Hal ini

sebagaimana ditanyakan Ra ij da Rasulullah saw tentang perihal

usaha yang paling baik. Dia menjawab.

STIBA MAKASSAR #*

3 Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

4 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur’an:
2016), h, 47.



Artinya:

Pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan semua jual beli
bebas dari riba.’

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam rangka
mencari rezki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual-beli) adalah berdasarkan
syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang

paling utama dan paling baik.°

. . . ‘/’/‘ . . .
Selain itu jual peﬁ\ asuk /fiatd pencaharian yang lebih sering
4
dipraktekkan para dsulullah * ‘.'\bi‘bandingkan dengan mata
-~

o ~p
pencaharian lainnyez!?@ It pertanian dan yang in ya.karena manfaatnya lebih

umum dirasakan 3 \ényak dibutuhkan oleh m %a‘tﬁ Dengan demikian
\ N\

Islam tidak me aki pemeluknya melakukan hal yang tidak sesuai

dengan ajarannya,\%g:p 1 prakt:Ln'hg_leipuan, d: }in-lainnya, tetapi Islam

menyuruh agar mencari rez angghalalpsebagaimana Allah swt. berfirman

oIEIQq
dalam Q.S. Al-Mulk/67:15.

(V3 \
.
C o

s

o
RS
\
\

\

\
G
\

E

\

o

)}:v»“ 6;555 1 & :.;/WL; Yc'

Terjemahnya:

i menjadikan bumi unt muy ya ijelajahi, maka di
S"[g:l jahila la j m 1& dari¢rezeki-Nya.
h “Nyalah i itkarm®

Semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan

tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Larangan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan

3 Abu ‘Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hiilal Asad al-Syaibani, Musnad al-imam
Ahmad bin Hanbal , (Cet. I; Muasasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h, 502.

® Enang Hidayat, Figih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h, 2.

7 Enang Hidayat, Figih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h, 27.

8 Depertemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur’an:
2016), h, 562.



pribadi dan masyarakat serta menjamin kebaikan, kebersihan, dan kemaslahatan
manusia. Karena itu upaya manusia diperlukan untuk melakukan qiyas dan ijtihad
yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Selain itu manusia harus berupaya
mencari dasar-dasar, prinsip, atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
sehingga dapat ditafsirkan sebagai pedoman dalam menentukan boleh tidaknya

atau halal-haramnya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis.’

Adanya kekosongan hokum yang mengatur secara tegas tentang praktik

jual beli ijazah. Oleh karena, it

, peneli :@faasa tertarik untuk mengkaji dan
¢ > g J
meneliti tentang pra

K
<
.o 3 ) €
Berangkat dari sinilah é’nudlan penyusun meng
A
o\
ah dalam Perspektif Huku

2] =

di atas, maka yang menjadi

“Praktik Jual Beli

B. Rumusan Ma%tfh

Berdasarkan deskrip

penyusanan adalah:
1. Pandangan hukum tentang j eli ijjazah?
2. Analisis jual beli jjazah menurut bisnis islam?
SEHBA-MAKASSAR
C. Pengertian Judul
1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap,

namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (behavior).

° Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam, (Jakarta: Saleba, 2011), h, 133.



Suatu sikap dapat terwujud menjadi menjadi suatu tindakan nyata, maka
diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan

pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor pendukung.'®
2. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang
dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

yang lain atas dasar saling merelakan.'!

: —y
3. Tjazah _&o\a\k\ ;TS .
4

IN\ B
ljazah adalah i7i
<

% . s b
erikan guru képdda muridnya untuk mengajarkan ilmu
~p
3 ‘n 2

yang diterima 2 \'n'lya; surat yang menyatakan &hwa si pemegang telah
A

12

AN

4. Perspekti

Perspektif adalah sua hadap suatu masalah yang terjadi,

atau sudut pandan entu ya igunakan dalam melihat suatu

fenomena.'?

5. Hukum Islam

Tl :ilim l2dalah syariat anlmlg -hukum ﬁkdiadakan
Sol k MA& 1, bai um yang

10 Zain, “Pengertian Praktik”, Official Website of  Zain, https://pengertian
komplit.blogspot.com/2018/04.pengertian-praktik.html?m=1.

' Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hh. 65.

12 KBBI, DEPDIKBUD Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 320.

13 Martono, pengertian perspektif, http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-
perspektif-atau-sudut-pandang/, (13 mei 2020).



berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).'*
D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang tertulis berupa
buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka
membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut
yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya.

Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dgt/lvmenganalisa nilai tambah penelitian
\

e e 4. . { S v ¢ 29 P 15
ini dibandingkan dengarypenél peneli ebelumnya.
%{,’N *e \\.\ P
Ada beberaé%wgf atur baik berupa jurn sEﬁpsi maupun artikel terkait
&~ 2 P <4
N
dengan isu prakti juabbeli ijazah, dimana masing- % melihat persoalan dari

3 N\

2
sudut pandang yal\% rbeda. TerEnya halini akan b@‘lenjadi pembanding dan
e <

memperkaya khazanah penclitian_yang akan dilakukan. Meskipun penulis tidak

memilikinya secara keselurul yuku cetak dikarenakan terbatasnya

ketersediaan litertur-literatu stakaan dan toko-toko yang ada.
Namun penulis bisa menda pentuk elektronik terutama dalam
format pdf. Adapun telaah pustaka yang penulis dapatkan di antaranya:
STIBA"MARKASSAR™ “
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan”, menjelaskan

mengenai pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk

memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil

14 Mujiburrahman, Pengertian Hukum Islam, http://studihukum-wordpress-com. (22 juli
2013).

15 JR. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik  dan
Keunggulannya,(Jakarta: Grasindo, 2010), h, 10.



jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Hal ini mendorong
penyelewengan- penyelewengan dalam memperoleh ijazah. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data
sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa
penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan
jjazah menggunakan rumusan Pasal pada KUHP dan juga pada UU No.20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemalsuan ijazah masih

digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat.'®

\
\ (Cs
2. Jurnal Wayan S 4@‘ i Kgrugian dalam Tindak Pidana
Al
a

~_
-~
Pemalsuan Slh ,'penelitian ini menjel an’ dan menganalisis dua isu
~2 ¢
. --'\)
yakni kebiyja

nterpr

p=
N

n\ kriminal tindak pidana pe X %n dalam hukum positif

2
1a \)kerugiari dalam tindak pida;@malsuan. Penelitian ini
e <

kebijakan kriminal ti

Isuan dalam hukum positif diatur
dalam buku II KUH KUHP. Kebijakan kriminal dari
pemalsuan surat me ial dan tahap aplikatif (penegak
hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran
STIBAMAKASSAR ™
dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan,

kehormatan, dan sebagainya).'’

"Emy Widya Kusumaningrum SP. Dkk., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor
3, Tahun 2016.

7"Wayan Santosa, Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Jurnal
Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11, Mei 2016.



3. Jurnal “Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan ljazah Menurut Pasal 263 Dan
264 KUHP”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan
bagaimana pertanggung jawab pidana terhadap pemalsuan ijazah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan
penelitian ini adalah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah
ASPAL (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi
formulasi ketentuan Pas 1 263 KUB;’ dan Pasal 264 KUHP sehingga

C Cs

agf ap. oknum-oknum yang terlibat
\\ P

sipemalsu dan smSJap Jmaupu
dalam pembLA@ zah palsu itu dapat dWﬁtzt'glgan Pasal 263 maupun

Pasal 264 N Masalah pemalsuan ijaza u bagi mereka-mereka

yang terhK akah sqlelaku atlu smema(udah tahu sebelumnya

akibat hukum yang akan terjadi Kemudian sehingga sudah barang tentu

pertanggung jawaba secara is maupun batiniah harus dipikul

oleh mereka karena ara langs sudah dianggap bahwa mereka

mampu bertanggung 18

E. Metodologi Penelitian

S EIBAMAIKASSAR.

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.!” Dalam penelitian ini

penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

18 Angel Michelle Karinda, Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263
Dan 264 KUHP, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.

19 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah Mm., Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis
Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi), h. 4.



10

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka (Library
Research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang kajiannya dengan
menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, fatwa,
makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Objek
penelitian ini adalah praktik jual beli ijazah. Penelitian kepustakaan digunakan

untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.?

2. Sifat Penelitian \

°\§
Penelitian i ‘6%“# d
ene 7;&

D
memberikan pema@)ﬁsgang real mengenai prakfil
o\

perguruan tinggi\

3
dielaborasikan derﬁfaf‘r

udian menganalisis konse - 1 beli ijazah serta

. . v N\ 21
rangka enulis gunakan.

3. Pendekatan Peneliti

Pendekatan yang dalam penelitian ini adalah

pendekatan filosofis yaitu hukum yang digunakan untuk

mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai

denS Ttﬁdi Nabi ataup Tmlsa. alﬁnelitian
ini pehulis akan mengkaji praktik jual beli 1jaza ganr pendekatan filosofis

20 Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tjazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 22.

2K hairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 23.
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dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan.??
4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sember data yang penulis gunakan dibagi menjadi

dua yaitu, sumber data primer da sekunder.”
5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat

dihindari dalam kegiatan penelitian.?* Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan

(Library Reseacrh), mak@ \s%% mpula

literatur. Seperti, bul?l;ql -undang, karya

sebagainya. ‘\

M haruslah bersumber dari data
% b

1 \'\‘hisurat kabar, internet ddan

6. Analisis D\

N\

Setelah seluruh d

indentifikasi dan klasifikasi Diawali dengan proses reduksi

(seleksi data) untuk mendap ng lebih terfokus pada rumusan
yang ingin dijawab dalam >mudian disusul dengan proses
deskripsi, yakni saat penyusunan data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat

berpegang pada kerangka teori yang digunakan, setelah itu dilakukan

22 Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 23.

23 Khairul Asmul Pulungan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah
Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”, skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 23.

%M. Djnunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 163.
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penyimpulan. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif, yaitu metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.?®
F. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan dan manfaat yang ingin

penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Mendiskripsikan dan m\ehﬁ%lels pa

jual beli 1jazah. }K 8

ngan hukum Islam terhadap praktek

1) Penulisan ini dila embangkan pengetahuan tentang
jual beli 1jazah da
b. Kegunaan secara praktis:
1) Sebagai sarana entasikan teori jual beli ijazah
dalam hukum Islam.
STHBAMATEAS SAR
praktik jual beli ijazah.

3) Sebagai bahan stimulan dan pemikiran awal untukk dilanjutkan

penelitian selanjutnya.

25 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandumg: Alfabeta, 2014), h. 1.
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BAB I1
JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar
bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai’ menurut /ughat artinya:
memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai’ memnurut syara’
jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang

lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab gabul menurut cara

\
dihalalkan oleh syara’.? ) = o\s‘\
%M

~p

Q
Menurut ki g@thul mu 'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz
N

-
)

dijelaskan: memn ahasanya, jual beli adalah menurunkan sesuatu dengan

2
2
ang lain. Sedan \m? mnurut §yara’ 1alah menuka \harta dengan harta pada
yang ! Y. g
2

wajah tertentu.?’

Dalam kitab  Fi arangan Dimyaudin Djuwaini

diterangkan, secara linguist beli) berarti pertukaran sesuatu

dengan sesuatu. Secara isti hab Hanafiyah, juak beli adalah

pertukaran harta denga harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta
5 PR MAAICASS A Rl
manusia untuk memilikinya atau menggunakannya. Dan cara tertentu yang

dimaksud adalah sighat atau ijab dan gabul.?

26 Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar,
ahli bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Imam, 1995), h. 534.

27 Zainuddin bin Abdul Aziz, fathul Mu’in, ahli bahasa Aliy As’ad (Kudus: Menara
Kudus, 1979), h. 158.

28 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.
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Sedangkan dalam kitab Figih Sunnah karya Sayyid Sabiq Muhammad
at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling
menukar. Dan kata al-Bai’ (jual) dan asy-Syiraa’ (beli) biasanya digunakan dalam
pengertian yang sam. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain
bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta
atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang diberikan.?

Dan dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa

QN

kesamaan pengertian jual beli, arﬁa lain:
1. Jual beli dilakykan’
%

¢ Z
dpa spihak) yan saling melakukan
~_

/.f
kegiatan tu]lérg ukar. ‘o -.\p 2,
3

-\, N
2. Tukar- n @r tersebut atas suatu harta %g) Atau sesuatu yang

d1hukum\ab 1gai harta tan fﬂbaﬂg nilai q

3. Adanya perpindahan Kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi

dua or;
‘e

tukar-menukar hart?

4. Dilakukan dengan tertentu wajah tertentu, yang dibenarkan

oleh hukum syara’.

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang

syen p Btk [CASS AR

1. Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad
Wardi Muslich yang berjudul Figih Muamalah menyatakan bahwa jual

beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda

2 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah XII, ahli bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT
Alma’arif, 1989), h. 275.

14
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dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-
menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang
khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar —menukar harta dengan
harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*°
2. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli
mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli

yang umum adalah akad mu’agadha (timbal balik) atau selain manfaat dan

i“bahwa jual beli adalah akad
\.\ «—

-~y

\(fu,a pihak yaitu penjual dan

%nda, dan bukan untuk

yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengansyarat yang

STIBA MAKASSAR™™

atau manfaat untuk waktu selamanya.*?

30 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amazah, 2015), h. 175.
31 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta, Amazah, 2015), h, 175.
32 Ahmad Wardi Muskich, Figih Muamalah, (jakarta: Amazah, 2015), h. 176.

15



16

4. Hanabilah memperoleh definisi, jual beli menurut syara’ adalah tukar-
menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu

selamanya, bukan riba dan bukan utang.>?

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab

tersebut, dapat diambil intisari bahwa:

a. Jual beli adalah akad mu’awadha, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak,

dimana pihak pertama menyerahkan barang barang dan pihak kedua

—y
menyerahkan imblan/, baﬂ%pa uan @;pun barang.
% %

* s

. .%M oy S WP :
b. Syafi’iah dan H@ rﬂ%ngemukakan b objek jual beli bukan hanya
3 ‘Cn 2
& S <4

|
barang (benda); \jbi juga manfaat, dengan s kar menukar berlaku

\ —
untuk Tmentaral Dengan daéikian, ijarah (sewa

a nfaat digunakan untuk

selamanya,
3
. \“( -
menyewa) tida

sementara, yaitu selama

kan dalam perjanjian. Demikan
pula i’arah yang dilakuk i ing pinjam), tidak termasuk jual
beli, karena pemanfaatny entara waktu.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dua kata, yaitu jual dan beli. Yang

S m ] lbell adalah er: {KS@S%'MI membeli
ang. A 20 ay 1 0140&' iah, ba’i

adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda
dengan uang.* Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut

bahasa adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang, di sertai

33 Ahmad Wardi Muskich, Figih Muamalah, (jakarta: Amazah, 2015), h. 176.
34 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1999), h. 39.
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pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela
sesuai dengan ketentuan Islam.

Dari berbagai macam definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual
menyerahkan banrangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan
mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang
tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang di serahkan.

Allah swt berfirman dalam Q. S n-Nisa/4: 29
06 3 s 238 ) @ 3
s 803t B il G

S
S5 SN &) (;i,ﬁz’u,xi::y)

2] \

janganlah kamu saling memakan
ang batil, kecuali dengan jalan
an suka sama suka di antara

Hai orang-o
harta sesam
perniagaan
kamu.>’

berlaku

B. Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal

Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah:

1. Q.S. Al-Baqarah/2:276.

C;/‘Z\.;fy‘z ,Yc\:‘\) / ‘d,f’j\);}“

3 Depertemen Agama RI, al/Quran dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta alQuran:
2016), h. 83.
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Terjemahannya:
dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.>°
Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual
beli dan keharaman (menolak) riba. Allah swt adalah dzat yang maha mengetahui
atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat
kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana jika
menyebabkan kemudharatan, maka Allah swt akan melarangnya. Dan dalam ayat

lain Allah berfirman Q.S. Al-baqarah/2: 198‘/’”

Terjemehannya:

Ayat di
mendapatkan anugrah dari A . m konteks jual beli, ia merupakan
akad antara dua pihak g j usaha dalam rangka memenuhi
kebutuhan. Dengan demikia i onalnya mendapatkan pengakuan

syara’.

S Bl oo Ko B A e o

memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan
sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak

akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka,

36 Depertemen Agama RI, al/Quran dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta alQuran:
2016), h. 47.

37 Depertemen Agama RI, al/Quran dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta alQuran:
2016), h. 31.
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dengan disyariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan
kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa
hidup tanpa dari bantuan orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka
jelas sekali bahwa pada dasanya praktik atau akad jual beli mendapatkan

pengakuan syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.*®

Hadis Rasulullah saw
35 o K5 oy JA3) Ui 1 0 gkl Ll 5l (il 0 G 15 (A B ) e

Artinya:
¢ Z

Dari Rafa ’ah °/ra se. nya_Nabi saw pernah ditanya
seorang saﬁg} saha atau pekér n\apakah yvang paling baik?

Rasulullah n]awab usaha seorang g tangannya sendiri dan
setiap jual beliyang baik. >

dapat kita pahamisbahwa j Jua la i merupakan perbuatan

. (‘\
=

yang baik. Dalam\Jus cligseseoranggsalinggmembantu untuk tukar-menukar

barang dan memenuhi kebut g.
2. Ijma’ Ulama

Berdasarkan  ij ulama, | beli di bolehkan dan telah

dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw hingga sekarng.** Oleh

ﬂ]ﬁ ngan, diperboleh a jual S rska da embantu
S FAE kebﬁ!mié J{A yAKuutuhan

tersebut.*! Berdasarkan landasan hukum yang diatas, jual beli

diperbolehkan dalam agama Islam, karena dapat mempermudah

3¥Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

3 Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, terjemahan.
Abdul Rosyid Siddiq, Jakarta: Akbar, 2007), h. 345.

40 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

41 Wahbah az Zuhili, Figih Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al Kattani, dkk,
terjemahan. Figih Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124.
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manusia dalam memenui kebutuhan hidupnya, asalkan jual beli
tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama’ dari rukun. Rukun sesuatu sisi yang paling

kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad

arah al-Muhadzab rukun jual beli
>
% b

dari sisi luar.*? Menurut Imam,l§ awi da
ng melakukan akad), ma 'qud

meliputi tiga hal, ya;?u ﬁya aki (Or\

PZkan) dan shighat yang t%{[as ijab (penawaran) dan
e B

ansaksi jual beli, yang terdiri dari

alaihi (barang yang

a. Akid

Akid adalah: pihak-pihak
penjualan dan pembeli. pemilik asli, maupun orang lain
yang menjadi wali atau ilik asli. Sehingga ia memiliki hak

dan otoritas untuk mentransaksikannya.**

STIBA MAKASSAR.. ...

sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli

barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu

42 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam,
Jakarta: Amazah, 2010, h. 28.

43 Tagiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

4 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 56.
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dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi’i telah mengatakan, tidak
sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan
ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.*

c. Shighat (ijab dan gabul)
ljab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu
dengan harga sekian”. Dan gabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli

barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat

aBp jika terpisah lama tersebut
2

AR
« TV
A\

<\<
1)<

2

4)  Syarat luzum (mengikat).*’

STEBAMAICASS AR e

perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang

melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apaila

syarat in’igad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad

4 Taqiyuddin Abu Bakar, kifayatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995), h. 537.
46 Tagiyuddin Abu Bakar, Kifaiyatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.
47 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amazah, 2015), h. 187.
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menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menjadi
batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah
akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak
terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat
luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar

(diberi kesempatan memilih) anatar ditruskan atau dibatalkan.*®

D. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditin:ap\> ri beber, }:E;Sf:gi. Ditinjau dari segi hukumnya,
" > €
efi yang sahe

<
jual beli ada dua ma m/né’\)‘#' hukum dan jual beli yang
>K - P ,_\"
batal menurut hukufn;%!?'segi obyek jual beli dan gi;\elaku jual beli.®

-
)

a. Ditinjau dari segi' hukum, jual beli dibedakan

\
shahih, bathil dan f35id. L,_I

1) Jual beli shahih. Dikat

i tiga, yaitu jual beli

ih karena jual beli tersebut sesuai

dengan ketentuan syar. i ya syarat dan rukun jua beli yang

telah ditentukan.

2) Jual beli bathil. Yaitu j satu rukunnyatidak terpenuhi atau

jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan. Misalnya, jual beli

STABA-MAIKAS S ARemr
syara’.°

3) Jual beli fasid. Merurut Ulama Hanafiah yang dikutip dari bukunya Gemala

Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli

48 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amazah, 2015), h. 187

4 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 69.

59 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 108.
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fasid denga jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam juak beli
terikat dengan barang yang diperjual belkan, maka hukumnyabatal. Apabila
kerusaknnya itu pada jual beli yang menyangkut harga barang dan boleh
diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur Ulama tidak
membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.>!

b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek

jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi

Suhendi yang berjudul Fiqgih uamalahLPVahwa jual beli dubagi menjadi tiga
v
bentuk, yaitu:> '&”\9/ o
I
1) Jual beli bend!ﬁgi kelihatan. Yaitu pada a_t elakukan akad jual beli,
<4
benda atau ang diperjual bellikan ad%?mn pembeli dan pejual.
2) Jual beli b% ang dlsetutkan 51|at s1fatny€ m janji. Yaitu jual beli

salam (pesanan) ataujual beli barang secara tangguh dengan harga yang

dibayarkan di muka ata lain jual beli dimana harga

dibayarkan di muka nya dengan kriteria tertentu akan
diserahkan pada wak n salam berlaku semua syarat jual
beli dan syarat tambahan seperti berikut:
"STIBA"MAKASSAR ™
diukur.

b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan

kualitasnya bagaimana.

! Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.
32 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, h. 75.
53 Ghufron A. Masadi, Figih Muamalah kontekstual, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.
143.
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c) Batas waktu penyerahan diketahui.

3) Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama
Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga
dikhawatirkan barang tetsebut merupakan barang curian atau rusak.>*

c. Ditinjau dari segi subjek (pelaku akad)

1) Akad jual beli dengan Lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan
adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab gabul secara lisan.
Bagi orang yang bisu diganti den ilgvisyarat karena isyarat merupakan

pembawaan alami ehendaknya. >’

1) Akad jual beli
~2

N
memberikan)_atau dikenal dengan istilah mu % yaitu mengambil dan

3 N—
memben'kal\uar ng tanpa t‘ab qabul. Seperti ;‘%\rang mengambil barang
e <

yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa

shighat ijab qabul ants nbeli, menurut sebagian Syaf’iiyah
yang dikutip dalam bu 1di yang berjudul Figih Muamalah,
bahwa hal ini tidak ab qabul tidak hanya berbentuk
perkataan, tetapi dapat berbentuk perbuatan seperti saling memberi
STIDA*"MARASSAR
Maka berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari subjek akad jual belli
yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara

lisan atau isyarat bagi seorang tunawicara, melalui utusan atau perentara apabila

penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah, h. 76.
55 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h, 123.
3¢ Hendi Suhendi, Figih Muamalah, h. 78.
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perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil barang tanpa ijab qabul ijab

qabul atau lebih dikenal dengan istilah mu athah.

STIBA MAKASSAR
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BAB III
TINJAUAN UMUM JUAL BELI IJAZAH

A. Gambaran Umum Jual Beli dalam Hukum Perdata
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama. Perjanian jual
beli diataur dalam pasal 1557 sampai 1450 KUH perdata.’” Dalam kitab undang-

undang hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu

—y
(penjual) berjanji untuk man?é%kan hak/milik a‘t—au barangnya, sedangkan pihak

yang lain (pembeli) ? u’j tuk membayar ha\\

< ¢
‘.

yang telah disepakati sebagai
&

imbalan dar perolehan hak milik tersebut.’

mengika irinya u k men rahkan arang, dan pihak yang

lain untuk membayanghangagyangydijanjikan”.

Menurut Salim H.S.

“Jual b alah sua p ersetujuan deng ana pihak yang satu

eli adalah suatu perjanjian yang
dibuat antara pihak penjual eli. Di dalam perjanjian itu pihak
penjual berkawajiban untuk ek jual beli kepada pembeli dan

berhak menerima harga, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga

"STIBA MAKASSAR

a) Subyek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli;

7 Bvi Ariyani, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 30.

38 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2016), h. 1.

59 Pasal 1457 KUH Perdata.

0 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafari, 2003), h. 49.

1 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, (Y ogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 30-31.
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b) Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi
objek jual beli dan harga barang tersebut;
¢) Hak dan kewajiban yang menimbulkan bagi penjual dan pembeli.
2. Terjadinya Jual Beli
sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli lahir/ sah/
mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan

pembeli.

itu mencapal kesepakatan tentang
apya., meskipun barang itu belum
hkan dan harga \beh‘lm dibayar.”%

“jual beli dla%ggap telah terJadl antara kedua belah pihak,
)

pS
Apabila teljad:}gepakatan mengenai harg’ dg{barang, namun ada hal
.\,‘\
lain yang tidak d ati yang terkait dengan jual Ji ersebut, jual beli tetap

\ \
tidak terjadi karer}xb‘e W terjadl&a&;pakltan. Akan E_a i, jika para pihak telah

beli tersebut, yaitu tentang barang

menyepakati unsur esensial

yang akan dijual dan ha t, dan para pihak tidak tidak

mempersoalkan hal lainny. yang dianggap berlaku dalam
perjanjian tersebut merupak ntuan tentang jual beli yang ada

dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur baturalia.®

SLIBAMAKASSAR

Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dari perjanjian jual
beli, selama memahami syarat sudah dewasa dan tidak berada di bawah

pengampunan. KUH Perdata menentukan dalam pasal 330 KUH Perdata bahwa

62 Pasal 1458 KUH Perdata
9 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali, 2011), h.
127.
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seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21
tahun dan telah menikah.®*

Objek jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan
wujud dan jumlahnya.®> Dan barang-barang tersebut tidak dilarang oleh undang-
undang untuk diperjual-belikan. Semua benda bergerak maupun tidak bergerak
dapat dijadikan sebagai objek jual beli, kecuali:®®
a) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang.

b) Benda-benda yang bertentangan dengan lie/gusilaan dan ketertiban.
<\
¢) Benda milik orang lai -&\40 %
ARGV
4. Kewajiban-l/é\y an Penjual dan Pe s
~2 ¢

S 3
Dalam perj
) A\
. . . 2\ .
pembeli apabila h%ga yarang terstbut telah dibayar Q@embeh,ﬂ

a) Menyerahkan barang y an kepada pembeli. Kewajiban

menyerahkan barang yan j i ari penjual kepada pembeli sudah

merupakan pengetahuan, tama seseorang membeli barang

b)l\gB Blm njamin barang te { !
ﬁ A IMAI SnSvjAJ&gung atau

dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya. Yaitu:

1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.

% BEvi Ariyani, Hukum Perjanjian, h. 32.

% Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, h. 40.

% BEvi Ariyani, Hukum Perjanjian, h. 33.

7 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, h. 133-134.
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2) Menjamin cacat tersembunyi atas baran tersebut, yang sedemikian rupa

dapat menjadi salasan pembatalan perjanjian.

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu
dan tempat yang sesuai dengan perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian
tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka harus membayar di tempat

dan pada waktu dimana menyerahkan barangnya harus dilakukan.®®

5. Proses peralihan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Terbentuknya pe Yp‘ékal beli 1@1@ berarti hak milik atas benda yang
. % b
\éf;f

~_
da pembeli, tet asih memerlukan penyerahan.

dijual penjual telah b Bé
G 2
Penyerahan ini dlpepl n untuk mengalihkan h ik atas benda tersebut.

\ —
an penye ahan;:nl:ka hak nfilik“benda yang dimaksud

Selama belum dl\

beralih.®® \ - =

KUHPerdata mengat ahan barang sesuai dengan jenis

dan sifat barang yang akan . Jika si penjual lalai melakukan
penyerahan barang maka pe ut pembatalan pembelian. Adapun

cara penyerahan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:”

a) P m 2erger k, cara enm 'SARnyata dari
S MA an secara
langsung dari tangan ini tidak terjadi jika barangf tersebut berjumlah banyak

sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan satu persatu, sehingga dapat

%8Subekti, Aneka Perjanjian, h. 20-21.
% Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, h. 54.
70 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, h. 128-129.
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diserahkan dengan simbol-simbol tertentu, seperti penyerahan kunci gudang
sebagai simbol penyerahan barang yang ada di dalam gedung tersebut.

b) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahanya
adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta otentik. Akan tetapi,
agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi yang berutang
tersebut, penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada yang berutang
tersebut atau disetujui atau diakui dengan cara tertulis oleh yang berutang

tersebut.

¢ Z
¢) Untuk barang tidak b@;@u tan ara i penyerahannya adalah melalui
~_
pendaftar atau bal/k cCn 2
C
B. ljazah ‘>

[jazah ada\§ rat tanda Emat belljar yang n@akan sebuah surat yang

menyatakan bahwa seseorang telah menyelasikan dan berhasil mempelajari suatu

tingkatan ilmu atau pelajarat h paud, ijazah, sd, smp, sma/smk,

sampai universitas merupakan buti tertulis a seseorang telah menyelesaikan
pendidikannya dan diangap sudah memahat i-ilmu yang telah dipelajarinya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ijazah adalah izin yang diberikan
“STIBA"MARASSAR ™
menyatakan bahwa si pemegang telah menamatkan pendidikannya atau lulus.”!
Sedangkan menurut peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun

2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, ijzah adalah sertifikat

pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan

71 KBBI, DEPDIKBUD Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 320.
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formal atau pendidikan nonformal. Tujuan ditertibkannya ijazah adalah untuk
memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.”

Unsur yang harus ada pada sebuah ijazah sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 5 Permendikbud tahun 2014 paling sedikit iajazah itu harus memuat:

1. Nomor seri ijazah;

N

. Logo perguruan tinggi;

3. Nama perguruan tinggi;

c¢s
erapﬂ.n, magister terapan, doktor

4. Nomor keputusan pendiria perguma%nggl
%a satj

5. Prgram pendldlk '{(@1
-~ ~p .
terapan, salj]a T, doktor profesi, atau gpesialis);

<4 \
6. Nama progr d1'

2
7. Nama lengk& milik ij azﬁ I . 4(\
2

9. Tempat dan tanggal la
10. Gelar yang diberikan
11. Tanggal, bulan dan t:
12. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penertiban ijazah;
STIBA"MARASSAR™
14. Stempel perguruan tinggi;

15. Foto mahasiswa.

72 Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 81 Tahun 2014 Tentang ljazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi
Pendidikan Tinggi.
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Salah satu syarat pemberian ijazah kepada mahasiswa adalah mahasiswa
yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan,
dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh

perguruan tinggi yan bersangkutan.”

Menurut peraturan mentri agama republik Indonesia no. 1 tahun 2016
tentang ijazah, transkip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah
perguruan tinggi keagamaan, bahwa ijazah itu harus ada ditulis dengan bahasa

uran sebagai berikut:

Indonesia dan harus menggunakah bahan
<SN
AY )i

s b
—) <
/;K v Pasal 6 - ~
zg, ‘2
&~ 2 P <
a. [jazah diterbitkan> ! h perguruan tinggi yang [Z@q studinya terakreditasi.

\ — Vv
b. Tjazah ditand oleh: I <<\<
1. Rektor darh)gk F@itas dan/atau Indtitut;

2. Ketua dan pemimpi

Program Studi untuk Sekolah
Tingging;
3. Retor/Ketua dan Dire

Pasca sarj ntuk Pasca sarjana; dan

4. Rektor dan Dekan untuk Pasca sarjana yang

c. am h t W&M&m tetap,

ijjazah ditandangani oleh pejabat yang menggantikannya.
Adanpun Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah,

73 Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
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Transkip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping [jazah, bahwa penerbitan
ijazah itu harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitis.”

C. Gambar Umum Pelaksanaan Jual Beli ljazah

Dewasa ini, peranan pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal
manusia untuk memeroleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk
mengambil jalan pintas dalam men-empuh proses pendidikan. Proses pendidikan
tidak lagi dipandang menjadi proses pengembangan diri namun justru dipandang

Hal ini mendorong

sebagai proses menda,§ an

<SN
penyelewenganpeny?w%a/lf alam mernéro

terhadap cara memer }‘?uazah tersebut serlngk I& rupakan perbuatan yang

zah tersebut. Pe-nyelewengan

melawan hukum.

Perbuatan}eﬁa a&\a mgpatkan jazah tersebut

an ini bukan merupakan hal yang

dapat berupa pemalsuan ijaz
asing di masyarakat. Adanya ologi dan ilmu pengetahuan yang
tidak diiringi dengan kemaj oral masyarakat menjadi pemicu

maraknya pemalsuan ijazah di masyarakat. Praktek pemalsuan ijazah atau pun

gelm rjanaan se-sungguhn akss.\ tind yang dapat
m)jim dé s idikan dan

institusi pendidikan tinggi terkait.

74 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang
Ijazah, Transkip Akademik,dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi
Keagamaan.
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Pemalsuan ijazah pada dasarnya merupakan suatu jenis kejahatan yang
digolongkan kejahatan pemalsuan surat. Surat (geshrift) adalah suatu lembaran
kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk
angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat
berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan

75

mesin cetakan, dan dengan alat dan cara apapun.”” Kejahatan mengenai

pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang

didalamnya mengandung unsur Se:daan ke‘ti/gak benaran atau palsu atas sesuatu

\ e
\ ¢ €
(objek), yang sesuatunya '%g’t k dari sgglgh-olah benar adanya padahal
S xX-c

sesungguhnya berterl&l}\?@ dengan yang sebena
Nt
—_N

\
Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan

. \.3 Y . . I
penipuan, namun&da semua penipuan

pidana pemalsuan tergolong n apabila seseorang memberikan

gambaran tentang sesuatu ki u barang (surat) seakan-akan asli

atau kebenarannya tidak sah iknya. Dengan dasar ini orang lain
terperdaya dan memercayai ang digambarkan atas barang atau

surat tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi
S BEBAMAKAS S AR

Upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan surat yang semakin kompleks
diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Pengaturan mengenai penanganan terhadap kejahatan pemalsuan

75 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), h. 99.

76 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), h. 3.

"7 H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1990), h.128.
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jjazah dengan memasukannya sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Tindak
pidana pemalsuan surat sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yang
tercantum pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana
pemalsuan surat (valshheid in geschirften) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh)

macam kelompok, yakni:
1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)

3. Menyuruh memasukkan keteSM an palsu kedalam akte otentik (Pasal 266)

.
4. Pemalsuan surat keteranga er (pas "Pa’s‘zg 266)
-~
5. Pemalsuan surat sl;%‘%‘ﬂentu (Pasal 269, Pasal sal 271)
A

)

6. Pemalsuan sura

3 A
7. Menyimpan ba}mh benda alsuan surat (Pasal 275)

Undang-Undang No 003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional juga mengatur tent emalsuan ijazah. Undang-undang
ini mengatur bahwa,“Seti menggunakan ijazah, sertifikat

kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda
LA BAMAKASSAR

Pengaturan lain tentang pemalsuan ijazah tercantum pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa,

“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar

78 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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vokasi, dan/atau gelar profesi”.”” Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut
adalah pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)”.%

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi di
masyarakat meskipun telah ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi
pidana terhadap kejahatan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang
kebijakan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah

>

ter-sebut dalam hukum pos1t1gf\> donesm lak dari pengertian di atas maka

kebijakan untuk mela nggulangan‘bl bidana pemalsuan ijazah yang

~p

dilakukan ‘dengan -‘mz&ézunakan sarana hukum%lf{l membutuhkan kajian
N\

’ 2
| '\
@Erlu emerhatikan metode untuk

ngundangan yang te-pat guna

memformulasikan suatu p

menanggulangi tindak pidan; bidang teknologi informasi pada masa kini dan

masa yang akan datang.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah
" STBA MARASSAR =
gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penanggulangan tindak pidana
pemalsuan ijazah melalui hukum pidana. Kebijakan pe-nanggulangan hukum
pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan

masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

79 Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
80 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
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D. Pemalsuan Surat-Surat
Kejahatan pemalsuan adalah yang di dalamnya mengandung sistem
ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari
luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang
sebenarnya.’! Perbuatan pemalsuan meruakan suatu jenis pelanggaran terhadap
dua norma dasar.®
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam

kelompok kejahatan penipuan.

-
N
Sedangka “sméat adalah lembaran yang § §asnya terdapat tulisan

tersebut harus mendapat per Sebagai suatu pengungkapan dari
buah pikiran tertentu yang t 1 surat harus mendapat kepercayaan
masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuuan usrat ini ditunjukan bagi

mengenai isi surut-surat tersebut Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk

81 Penulis tidak menyebutkan pemalsuan ijazah karena dalam hukum pidana kejahatan
pemalsuan ijazah termasuk bagian dari kejahatan pemalsuan surat otentik.

82 Ismu Gunadi dkk, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana,
2014), h. 173.
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uantuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh
umum (publica fides) pada surat.®®

Menurut Wirjono Prodjodiko, pemalsuan surat adalah membuat surat palsu
atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan
atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang di tunjukan untuk

membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu

atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak

dipalsukan, dan pemakaian itu dapat mengali/};batkan kerugian.®*
\

¢ ¢s
.sura,t yang isinya tdiak benar,atau
~_

'Lﬂ’ggn asal surat yang tidak

A
benar. Sedangka malsukan surat yaitu mengu %urat sedeamikian rupa

sehingga isinya n\ jadi lain darI yang as|1 atau sure

asali.®

1;\ menjadi lain dari yang
2

1. Dapat menerbitkan s : 1jazah, karcis tanda masuk, dan

lainn-lain.

2. Dapat menerbitkan luatang, perjanjian jual beli, dan

séwa.

STIBA'MARASSAR™

83 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak pidana yang Menyerang
Kepentingan Hukum Terhadap Keprcayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan
Berita Yang Disampaikan, (jakarta: Rajwali,2014), h. 135.

84 Wirjono Pradjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung:
PT.Refika Aditama, 2008), h. 187.

85 Lihat Galih Prayogi,Tindak Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP) Perspektif
Hukum Islam, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 , h. 40.
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4. Suatu surat yang dignakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan
atau peristiwa, Misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku
kas, obligasi, dan lain-lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pemalsuan surat dikenai hukuman
tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat.5¢

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perkatan atau suatu

pembebesam dari utang;

2. Surat yang ditujukan untuk membuktikg’g suatu kejadian.

\ ¢ Cs

Menurut Pasal , %@8 supaya t‘(djhukum maka pada waktu
*e ~_

-~
s dengan maksud d. n\l'émggnkan atau menyuruh
<4
ES
N

memalsukan surat 1/&
~2

-_—
orang lain menggu n surat itu seolah-olah
)

2
terdapat unsur ke%ng aan. I I . i\
\ &~

Pengunaan itu harus

tidak palsu sehingga

betul-betul ada, baru ke
cukup.Kerugian disini tida 1 erugian material, tetapi kerugian
dilapangan kemasyarakatan, kesusi atan, dan sebgainya. Ancaman

hukumannya adalah enam tahun penjara.

STIBA MAKASSAR

86 Wirjono Pradjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 187.
87 Pasal 263 KUHP
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di
peruntuhkkan sebagai bukti daripda sesuatu hal dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orng lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena
pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemkaian surat itu dapat
menimbulkan kerugian.
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Namun, hukum maksimum pemalsuan dinaikkan delapan tanhun penraja

sebangaimana yang disbut dlam pasal 264 yaitu:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun,

jika dilakukan terhadap:

a) Akta-akta otentik;

b) Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya

atupun dari suatu lembaga umum;

c) Surat sero atau utang atau sa‘i/t;kat saro atau utang dari suatu

<

maskapai;
~_

perkumpulan, yayasa

-~

d) Talon, tanlég

diterangka

) 2
penggan\Q)sgl t-surat ittI; I @
2

e) Surat kredit atau sutat dagang yang di perlukan untuk diedarkan.

2. Di ancam dengan pidar
surat tersebut dalam a
seolah-olah benar da

menimbulkan kerugian.®®

ti dividen atau bu 35111 salah satu surat yang
2 “(
lam 2 dan 3, atau tanda bu\ ng dikeluarkan sebagai
> N

ing siapa dengan sengaja memakai
1sinya tidak sejati atu dipalsukan

jika pemalsuan surat itu dapat

STIBAMAKASSAR ™"

kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarkat. Pemalsuan dilakukan dengan

berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat

keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebaginya. Pemalsuan tersebut tidak

hanya menyangkut kepentingan antara individu, namun juga kepentingan suatu

88 1 jhat Pasal 264 KHUP.

40



41

korporasi bahkan institusi pemerintahan. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat
maupun yang mengunakan memiliki motif melakukan tindkan tersebut untuk
melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjdi sesuai dengan
kehendaknya.

Akselerasi teknologi informasi yang didikung dengan kemampuan
intelektual pelaku, mempermudah terjadinya tindak pindana ini. Mengenai tindak

pidana ini, pemalsuan merupakan kejahatan yang mengkomodir sistem ketidak

benaran atau palsu atas sesuatu ‘iil‘(objek). ‘Q,pjek tersebut seolah-olah benar dari
\
v

luar adanya, padahal tel %gﬂt

N >
E. Akibat Huku y al Beli Ijazah G

Secara su ’\)' fenomena jaul beli 1jazah bi menakan tindkan hukum,

baik menurut un%nag undang ttkum pllana mau@ndang-undang No. 20

tahun 2003 tentang sistem_pendidikan_mnasional. Penulis mengakatan secara

subtansif karena tindakan h kedua sumber itu memang dapat

ditafsirkan secara jlas sperti si dan prosedur formalnya masih

bisa di main-maikan pleh p1 pembeli ijazah.

1. Sanksi pidana menurut KUHP

STIBA"MARASSAR™
bisa menjerat secara hukum pratik jual beli ijazah melalui ketentuan Pasal

263 dan 264 KUHP.

Pasal 263

89 Wayan Santosa, Interpretsi Kerugian Dalam Tindak Pindana Pemalsuan Surat, Jurnal:
Jurnal Msgister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol.5, No. 1:1-10, Mei 2016,h.
2.
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a) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perkatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu, diancam jika surat, dengan pidana penjara paling lama
emam tahun.

b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai

surat palsu atau yang dipalsukan soelah-glah sengaja sejti, jika pemakain surat

e.t\lglgtakan bahwa “ membuat
=

) ar” seperti ijazah untuk

ataupun surat berimplikasi pada g j an tetaplah termasuk kategori surat
yang dimakssud dalam KUH

Untukketidak benaran” menurut Mahfud MD. Dalam pemberian dan
"STIBA* MARASSAR ™"
yang telah menentukan bahwa untuk memperoleh gelar dan jabatan akademik
tertentu, ada prosedur tertentu yang harus ditempuh oleh setiap lembaga pembuat
atau yang akan mendapatkan, bukan membuat prsedur sendiri dengan ukuran-

ukuran kemampuan membayar sejumlah uang tertentu.

% Dalam KUHP ditentukan minimum pidana penjara yaitu satu hari 24 jam, dengan
demikian pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan iajazah yang
terbukti bersalah serendah-rendahnya satu hari dan setinggi-tingginya enam tahun.
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Oleh karena itu,masalah jual beli ijazah palsu atau jual beli ijazah
Aspal(asli tapi palsu) adalah merupakan tidak pindana yang memenuhi formulasi
ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP, maka kepada sipemalsu dan
sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam perbuatan praktik
jual belia ijazah itu dapat dituntut dengan Pasal 263 KUHP maupun Pasal 264
KUHP.

2. Berdasrkan UU No. 20 Tahun 2003

Selain sanksi pidana pemailan 1Jaza‘/yyang diataur dalam KUHP sanksi

pemalsuan ijazah Jug?a}\!
tentang sitem

ayat(1), Pasa

a) Setiap orang yang memb jjazah, setifikat kpmpetensi, gelar

akdemik, dan/atau voka endidikan yang tidak memenuhi
persyaratan dipidana deng paling lama lima tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima ratus juata).
profesi, dan/atau vokasi yang di peroleh dari satuan pendidikan yangan tidak
memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara palig lama lima tahun

dan/atau pidana denda penjara pling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).
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¢) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk
dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai
mana di masksud dalam Pasal 1 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama
dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juga rupiah).

d) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar

yang tidak sesuai dnegan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan

1. Setiap oran 2 membantu memberikan ijaz %iﬁkat kpmpetensi, gelar

3 N—
akdemik, Kat lu Vokasilyang terbukti pal.@pidana dengan pidana

penjara paling lama [tma tahun _dan/atay pidana denda paling banyak Rp

5000.000.000,00 (lima
2. Setiap orang yang den hak menggunakan ijazah dan/atau
sertifikat kpmpetensi s dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
dan (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama Ima
juta rupiah).
Dalam Pasal 69 ayat (1) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Perbuatan mengguanakn,

b. Objeknya: ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu,

prifesi palsu, dan vokasi palsu.
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Lima objek tindak pidana diatas yang kesemuanya adalah palsu. Yang dipidana
berdasarkan pasal 69 ayat (1) adalah sunjek hukum yang mengguankan oabjek
palsu tersebut. Sedangkan bagi subjek hukuman yang melakukan perbuatan
yang menjadiakan onjek-objek tersbeut palsu, tidak dipidana berdasarkan pasal
ini. Melainkan dapat dipidana berdasarkan tindak pidana lain yang diatur di
luar pasal ini. Misalnya Pasal 264 ayat (2) KUHP.!

Sedangkan Pasal 69 ayat (2) mengandung unsur-unsur sebgai berikut:

a. Perbuatannya: menggunakan,
y N
Al 33gy

—
. .. 4 ¢ 2’ C . . .
b. Objeknya: 1jazaly sertifi ompetensi sebagaimana dimaksud
=Y X<
dalam Pasal Q,P;g??; (2) dan (3) yang terbukdti \ahu;
~2 ¢
—_)N

: tanpa hak;

c. Melawan

sebagaimana dimaks

tentang sertifikat.”

Y7 W3 [}
JEASDAR
Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan

Berita Yang Disampaikan, h. 251.
92 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar
dan/atau penyelesain suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang
diselenggarakan oleh satuan pendidakan yang terakreditasi.

3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga
pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikat.

4) Ketentuan mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2), dan
ayat(3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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kompetensi.Selanjutnya ayat (2) menjelaskan tentang ijazah dan (3)

menjelaskan tentang sertifikat.”

Selain itu, pratik jual beli ijazah palsu jelas jelas melanggar ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pasal 28 ayat 6 dan 7,
Pasal 42 ayat 3, dan Pasal 44 ayat 4. Ancaman pidananya penjara paling lama 10
tahun atau denda paling banyak Rp. 1 milyar.

Kasus pemalsuan ijazah sarjana yang menghebokan masyarakat, jelas

melanggar norma-norma dan l\aidahOKaigel}} dari hukum pidana, dan dapat
v

¢ ¢>
dikenakan hukuman berdagar, keten pagaL 263 kitab Undang-Undang

K 7 *e \\.\ P
Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 264 KUHP. L
~2
Zis AL
Keugian yang ti akiabat pemakaian ijazah p i-atau surat-surat otentik

¢!
lainnya sudah mehjadi yataan §ehi kibat dari

dapat menimbulkan keruagi material maupun kerugian moral.
Makanya kepada para pese Isuan ijazah tersebut, perbuatan-
perbuatan yang dilakuakann lifikasikan sebagai kejahatan atau

sebagai pelanggaran (overtre

STIBA MAKASSAR

9 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalasuan: Tindak Pidana Yang Menyerang
Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan
Berita Yang Disampaikan, h. 251.

46



BAB IV
HUKUM JUAL BELI IJAZAH

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ijazah

jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan
manusia. Dengan jual beli seseorang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pada hakikatnya semua kegiatan muamalah dalam islam boleh dilakukan, kecuali
yang ada larangannya dari Allah dan Rasul-nya. Adanya pelanggaran tersebut

dimaksudkan untuk kemasla@ﬂ%

Saat ini prakt li mengalaml pe \\Bagan yang sangat signifikan,
3

< ¢

C)

salah satu contohnyao lah adanya transaksi jual elalui online. Dengan
\ —

adanya perkemb transak51 al beliysaat ini, tda\<menutup kemungkinan

objek transaksi J mba an. Misalnya menjadikan

ijazah sebagai objek jual beli
Transaksi jual beli rupakan perkara yang baru di
Indonesia. Saat ini, transak

mengalami peningkatan, hal ini

dikarenakan banyaknya peluang dan permintaan untuk melakukan transaksi jual

beiszi‘j:g bantuan, teknologi In Sl 1azRak hanya
lé;t(l’ibé 1} {:AS nés: lui online

seperti, facebook, whatsap dan lain-lain.
Adanya praktik jual beli ijazah membuat seseorang tidak perlu membuang-
buang waktu lagi untuk menjalani proses pendidikan untuk mendapatkan sebuah

ijazah. Dengan membeli ijazah seseorang bisa mendapatkan ijazah ataupun gelar
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yang di inginkan dengan membayar sejumlah uang yang disepakati kedua belah
pihak.

Jual beli ijazah dapat di kategorikan jenis aktivitas muamalah dan
merupakan salah satu bagian akad yaitu akad jual beli. Jual beli dipandang sah
atau tidaknya tergantung dari rukun dan syarat jual beli, apakah sudah memenuhi
rukun dan syarat tersebut atau belum. Sebelum penulis menganalisis praktik jual
beli ijazah menurut hukum islam, penulis terlebih dahulu menjelaskan rukun dan

syarat jual beli dalam Islam.

1.

yang menjadi wali atau
dan otoritas untuk mentrat
b. Ma’qud alaihi (barang yat
Ma’qud Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuknya, kadarnya dan sifat-
STIBA"MARKASSAR ™™
barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu

dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi’i telah mengatakan, tidak

%4 Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.
%5 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 56.
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sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan
ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.’®

c. Shighat yang terdiri atas ijab (penawaran) dan gabul (penerimaan):
[jab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu
dengan harga sekian”. Dan gabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli
barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat
persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata ‘“aku

¢ 2 > .. .
,,5ebab jika terpisah lama tersebut

milikkan barang ini”, lalu pe beli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu
l-I&an qa

tidak terpisah lama an r@"z

~_
-~

membuat boleh ke/Fug (batalnya) gabul ter \.’1

et alam Islam

2. Syarat jua
)
Adapun S)%% oF
\ &+
a. Syarat orang yang beraka
1. Berakal, oleh sebab it
belum berakal, dan ora 1dak sah.
2. Yang melakukan aka eda, maksudnya seseorang tidak
bisa bertindak dalam satu waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus
STIBA MAKASSAR
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, maksudnya
seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus dalam keadaan suka rela
tanpa adanya keterpaksaan.

b. Syarat shigat:”®

% Taqiyuddin Abu Bakar, kifayatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995), h. 537.
97 Taqiyuddin Abu Bakar, Kifaiyatul Akhyar, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.
%8 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2000), h. 115.
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1. Legalitas pelaku transaksi jual beli, maksudnya dari legalitas pelaku
transaksi disini menurut Imam Hanafi, hendaknya seorang penjual dan
pembeli iharus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia
katakan dan putuskan secara benar. Sebenarnya, syarat ini adalah syarat
pelaku transaksi dan bukan syarat pernyataan transaksi, kecuali bahwa
dilihat pernyataan itu keluar dari kedua pelaku transaksi.

2. Pernyataan kabul harus sesuai dengan kandungan pernyataan ijab,

maksudnya apa yang dikehendaki pgl}jﬁual harus sesuai dengan apa yang

v (s
dikehendaki pemeh}} % = “(
—) g

4 <
3. Transaksi dila &?, 1 satu tempat, kedu Lagu, transaksi jual beli hadir
<4
N
bersamaan 'N'pat transaksi, atau transa;?kg)ﬂakukan antara penjual

)
dis ngsungkat dis atultempat d1€ pihak yang tidak hadir

c. Syarat objek jual beli:'"

1. Barangnya bersih, yait njadi objek jual beli harus barang
yang tidak mengandu ji pun barang yang secara jelas tidak
diharamkan oleh ajaran agama.
harus mepunyai manfaat, sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan.

Pemanfaatan barang yang dimaksud disini adalah manfaat barang yang tidak

sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan,

% Wahbah Az-Zuhaili, Figihlslam Waadillahu, Jilid 5, cet 1, Ahli Bahasa Abdul Hayyie

Al-Kattami dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 37-41.
100
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kesusilaan, maupun ketertiban umum yang yang ada dalam kehidupan
masarakat.

3. Milik orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek jual beli
haruslah benar-benar milik si penjual secara sah. Jual beli terhadap barang
yang bukan miliknya secara sah adalah jual beli yang batal.

4. Mampu menyerahkannya, maksudnya adalah bawa barang tersebut menjadi
objek jual beli haruslah ada, sehingga sewaktu prnyerahan barang tersebut
sudah ada dan dapat diliilat wujud maupun jumlahnya.

CCs

ap(g smenjadi objek jual beli harus
~_

?ﬁnya, timbangannya dan

<4 \
\ —
2
fa di tafan, maks@a barang yang menjadi
2

. Syarat nilai tukar pengga

1. Harga yang disepakati ak harus jelas jumlahnya.

2. Boleh " disarankan pada watu akad, sekalipun secara hukum seperti

STIBA MAKASSAR:'
kemudian (bertang) maka waktu pembayaran harus jelas.

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-

muqayadha) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

101 Nasrun Haroen, Figih Muamalah, h. 119.
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diharamkan oleh syara’, seperti babi dan khamar, karena keua jenis benda

ini tidak bernilai menurut syara’.

Setelah penulis mejelaskan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam,
maka selanjutnya penyusun bermaksud menganalisis rukun dan syarat jual beli
dalam praktik jual beli ijjazah. Adapun rukun dan syarat jual beli dalam kasus
praktik jaul beli ijazah , sebagaimana dimaksud dalam bab terdahulu disebutkan
bagaimana motif praktik jual beli ijaah. Dari bab sebelumnya bahwa motif jual

beli ijazah itu dapat dlkuahﬁkQB sebag Eﬁﬁnkut

‘2

a. Jual beli ijazah %I’su?% jual beli dlma'n fjazah yang dijadikan sebagai

objek jual beli \benar jazah palsu baik itu tangan bahan dan lain

MI begzah yang dimana ijazah

ang menjadikan ijazah tersebut

sebagainya. \

b. Jual beli ijazah asli

tersebut memang asli d

dianggap palsu adalah dur dala endapatkan ijazah tersebut tidak
sesuai dengan yang semes

Yang termasuk dalam praktik jual beli asli tapi palsu adalah sebagai

untuk memperoleh ijazah yang telah ditentukan oleh studi yang bersangkutan
seperti tidak usah repot-repot sekolah atau kuliah, tidak perlu mengikuti ujian
atau menyusun tesis atau disertasi, serta tidak perlu mengumpulkan angka

kredit sebagai bukti prestasi akademik.
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2. Setiap orang yang mendapatkan ijazah namun tidak terdaftar sebagai siswa di
sekolah atau mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi mengikuti
penerimaan ijazah dan wisuda.

3. Setiap yang mendapatkan dokumen/ijazah asli, namun isinya dipalsukan
seperti menuliskan nilai (nilai ujian atau kelulusan)yang bukan sebenarnya, dan
kemudian memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang. Hal
inidimaksukan agar seolah-olah pemilik ijazah memiliki kredibilitas yang tingi

terhadap status pendidikan.
\ g
« 0\\‘ ¢ bs o

Sebagaimana t{iw Kui dari ga :fani‘ di atas bahwa yang menjadi
<
permasalahan adalah ai lah praktik jual beli ija

-
)

dengan membayarkan sejum ngikuti proses pendidikan.

Adapun rukun jual b al beli ijazah ini sudah terpenuhi

sebagaimana yang penulis s ebelumnya, bawa rukun jual beli

itu harus ada akad (penjual dan pembeli), shigat (ijab dan kabul), objek jual beli,

dan ST adap barang yang,diperjual elilSlgnui u rukun jual
beli'in s hI i dMA:Iu el .

Tidak hanya sampai disitu, untuk menjawab apaka jual beli ijazah ini sah
secara hukum Islam atau tidak, penulis juga harus menganalisissyarat jual beli
dalam praktik jual beli ijazah, karena syarat-syarat jual beli juga menjadi

penentuan terhadap san atau tidaknya jual beli dalam pandangan Islam. Adapun
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syarat sahnya suatu jual beli sebagaiman yang penulis sebutkan di kerangka teori,

jika dikaitkan dengan praktik jual beli ijazah adlah sebagai berikut:

1) Dari segi syarat orang yang melaksanakan transaksi jual beli, dimana orang
tersebut harus berakal, yang melakukan akad tersebut adalah orang yang
berbeda dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Kesemua
syarat ini sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli ijjazah.

2) Dari segi syarat yang terkait ijab dan kabul, diaman orang yang melakukan

transaksi jual beli ijazah terseBut sudah nuhi syarat sahnya jual beli. Jadi
SN Sodka
* > . ..
jual beli dari segi s %edua ini : erpenuhi dalam transaksi jual
~p
€ ¢

melakukan akad, mampu mengetahui, dan barang yang di

akadkan ada ditangan. Da g di persyaratkan untuk objek jual

beli, belum sepenuhnya te aksi jual beli ijjazah, dimana objek
jual beli itu harus bisa dim
Pemanfaaatan barang yang dimaksuddisini adalah pemanfaatan barang yang
STHBAMA KAS S AR e
kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku di dalam
masyarakat. Dalam hal ini, objek praktik jual beli ijazah dimana untuk
pemanfaatan objek tersebut hanya bermanfaat bagi si pembeli ijazah saja,

misalnya untuk melamar pekerjaan, kenaikan jabatan dan lain-lainnya. Namun,

di samping itu pemanfaatan ijazah yang dilakukan pembeli terhadap barang
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tersebut bertentangan dengan agama, serta perundang-undangan karena
pemanfaatan yang diakukan pembeli tersebut mengandung unsur penipuan. Hal
ini dikarenakan ijazah yang merupakan sebagai bukti/hasil dari proses seorang
siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan
lulus dan menyelesaikan semuap persyaratan administratif dan akademik dari
satu program studi tertentu di sebuah sekolah atau universitas, sehingga siswa

atau mahasiswa berhak mendapatkan ijazah atau gelar sesuai dengan yang

diteteapkan oleh pihak sekolah atau 1vers1tas Sementara ijazah yang
\
didapatkan melalui j &ah ini men.yelesalkan semua persyaratan
EEAN o
nistatif o Jhz 7
administratif dan 1 dari suatu sekolah a ogram studi tertentu.
:
N
Menurut Muh N‘ Ayub salah satu kond:;i kad itu ialah objeknya

)
harus murni, 3 >cara hukt (mubah), berm(rmanfaat dan tentunya

dapat dijual serta mengandung _nilai legal.” [a haruslah mal-al-Mutagawdm

(harta benda yang memi n); penyebab yang mendasarinya
(sebab) haruslah sah sec slah tidak dilarang oleh hukum
Islam; 1a haruslah tida etertiban publik atau moralitas.
Semntara dalam transaksi jual beli ijazah dimana ijazah sebagai objek yang
STIBA"MAKASSAR ™
secara legal dan bertentangan dengan hukm Islam maupun hukum positif.

Alasan kenapa objek jual beli ijazah tersebut tidak legal adalah karena objek
tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan UU No.

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu tentang pemalsuan

jjazah. [jazah yang jadi objek jual beli dalam kasusu tersebut merupakan ijazah
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palsu baik itu dalam jual beli ijazah yang palsu ataupun jual beli ijazah asli tapi
palsu.

4. Dari segi syarat nilai tukar (harga barrang), yaitu dimana harga barang tersebut
harus disepakati oleh kedua belah pihak, serta diserahkan pada waktu akad.
Syarat ini sudah memenuhi dalam transaksi jual beli ijazah. Karean pada
dasarnya para pihak yang melakukan jual beli ijazah sebelum adanya kata

sepakat pembeli dan penjual terlebih dahulu melaukan tawar-menawar harga

{ 629

c

objek jual beli tersebut, sampai tercapan ‘a/‘l”(ata sepakat.
\
N
Praktik jual beli a3 z$ ng penulis sebutkan di atas dapat
=\ ~—\,
dirumuskan aspek praktis’dan tioritis bahwa praktij yual belimerupakan jual beli
~2 ¢

A\

m~dalam praktik jual beli

yang tidak sah, Jqupun secara rukun jual beli

3 N —=
jjazah sudah terp}\n\a . namun,lsyarat sahnya jual g\{' belu terpenuhi dalam

praktik jual beli 1jazah tersebut, adapun_syarat yang tidak terpenuhi tersebut

adalah dari segi objek jual b . Dimana objek jual beli tersebut

merupakan objek jual beli y: enyalahi Undang-undang No. 20
Tahun 2003 tentang sisdikna . Selain itu, objek jual beli tersebut
merupakan objek yang tidak bernilai legal. Praktik jual beli ijazah merupakan
“STIBX MAKASSAR™ ™
tercantum dalam pasal 263 KUHP dan UU No. 20 tahun 2003 tentangSistem
Pendidikan Nasional. Praktik jual beli ijazah merupaka praktik jual beli yang
menyalahi prinsip syariah dan melanggar etika bisnis serta jual beli ini merupakan

jual beli yang tergolong kepada jual beli yang terlarang dan sah karena jual beli

tersebut merupakan jual beli yang membantu untuk melakukan kemaksiatan atau
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melaukan perbuatan haram, yaitu pengguna ijazah untuk penipuan yang seolah-
olah ijazah tersebut adalah asli dan diperoleh secara sah dan sesuai prosedur.
Praktik jual beli ijazah ini sama seperti menjual anggur kepada orang yang
membuat arak dan menjual pedang untuk menimbulkan fitnah di anatar kaum
Muslimin. Serta semua jenis jual beli yang membantu untuk melakukan perbuatan
maksiat. Setiap sesuatu yang dijadikan perantara, hukumnya sama dengan

perbuatan aslinya.!”” Sebagaimana Allah swt berfirman:

. s L

Sl 25us Bl & 40 4 s}u\j S\Jub(yﬁp 55 Yo st W L 1555
)

Terjemahannya: J>K
Dan tolong-menglonglah kamu dalam (mér
dan jangan ] g-menolong dalam ber
Bertaqwal ada Allah, sungguh Allah sa

Ayat di at\ jelaskan Entang sitlap sesua

hukumnya sama dengan perk

1] gadn) kebijakan dan taqwa,

osa dan permusuhan.
103

rat sanksi-Nya.

ijazah yang pada hakikatny \ggunaan h tersebut adalah untuk penipuan

yang perbuatan tersebut me an perbug yang diharamkan. Maka, aktivitas

jual beli ijzah tersebut juga ¢ amkan k: aktivitas tersebut bertujuan untuk

membantu melakukan penipuan atau melakukan perbuatan yang diharamkan.

oo L s el e ot

kedua pelaku transaksi, baik penjual maupun pembali. Penjual mengambil

102 Abdurahman as-Sa’di dkk, Figih al-Bay’ wa Asy-syira’ (Figih Jual Beli: Panduan
Praktis BISNIS syariah), Ahli bahasa Abdullah, cet. 1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 144-
145.

103 Depertemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur’an:
2016), h. 106.
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manfaat dari harga yang diterimanya, sementara pembeli mengambil manfaat dari

barang yang dibelinya.!*

Tetapi dalam konteks transaksi jual beli ijazah seperti di atas, tidak ada
manfaat yang bisa diambil oleah keduanya. Sebab, di dalamnya terdapat unsur
perbuatan terlarang dan upaya saling membantu dalam hal kejahatan dan dosa

yang dilarang oleh agama.

Allah berfirman Q.S. An-nisa/4:29.

\
. At el 1 IS N 13 30 @l
ik

i

D 1
—_)N

o\

Terjemahannya: \ N\ 2
) 2
Wabhai ora%—x) g yang beriman, anganlah,@l saling memakan harta
sesamamu dengah janganl il (tidak bénar).'%

ahaman bahwa Allah melarang

Ayat di atas dapat

hambanya untuk memakan secara termasuk di dalamnya jual beli

ijjazah yang mengandung uns

Jual beli yang bedasrkan syariat Islam dapat memberikan kemaslahatan

pad ibI‘:I-Eel ukan, transaksi. Ir a aSJ'Sip a Rieli yang
dilaﬁa t 'HM('\AA g:A‘ n tga& ilangkan

mudharat dalam kehidupan masyarakat.

104 Syakh Sulaiman Ahmad Yahya Sabiq, Ringkasan Figih Sunnah Sayyid Sabig (Al-
Wajiz FT Figih as-Sunnati as-Sayyid Sabi), Ahli Bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Cet. 2, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 763.

105 Depertemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur’an:
2016), h. 83.
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B. Analisis Jual Beli ljazah Menurut Bisnis Islam

Sebelum penulis menganalisis lebih dalam mengenai jual beli ijazah menurut
etika bisnis Islam, maka akan lebih baik jika penulis mengulang sedikit tentang
etika bisnis Islam Islam sebagai agama yang sempurna memberikan eambu-rambu
pada kehidupan manusia dalam melakukan perdangan atau jual beli. Semua bisnis
yang dilakukan umat manusia harus memperhatikan kode etika bisnis, adapun
bisnis yang melanggar kode etika adalah:!'%
1. Penggunaan timbangan atau ukuran yan tldak benar;

2. Penipuan barang;
3 Kﬁv o ip

. Pemalsuan produll 3
BNE I } 3

'\)
4. Perdangan bar: urian;

4
5. Menghianati Jang’ ng d1sepatat1 I (

Selaian memperhatlk menjalankan bisnis, Islam juga

menuntut seorang pelaku ikan prinsip-prinsip etika bisnis,

prinsip-prinsip etika yang tel Islam, yaitu:

1. Berdasarkan pada ketentuan Allah (tauhid)
ng , musl aru ib yaan yang
SLIBAMARASSALL .
mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Karena pemilik mutlak itu

pada hakikatnya hanyalah Allah swt.

2. Jujur dalam takaran

196 Muslich, Etika Bisnis Pendekatan Subtantif dan Fungsional, (Yokyakarta: Ekonomi
kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998), h. 64.
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Salah satu yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis adalah jujur dalam

hal takaran. Karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83:1-3.
O3 3h555 51 RAISTI5) O3izing 01 Je st 1) o3 adladll s

Tarjemahannya:
Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menuyukat dari orang
lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya). Tetapi apabila
menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain),
dikurangi.'”’?

3. Menjual barang yang bermutu (utuh dan tidak ada yang catat)

—
Salah satu cacat et1s<d§h§\)erdag

an-adalah tidak transparan dalam hal
~_
mutu, yang ber#:? é, baikan tanggun ahmoral dalamdunia bisnis.
2

akan sumpah

kan dalanl ehidu Ill’l sehan-l{\érutama dikalangan para

perdagangar}«:la b | dengan obral sumpah. Mereka

terlalu mudah mengg dengan maksud untuk meyakini

pembeli bahwa barai benar-benar berkualitas, dengan
harapan agar orang te belinya. Dalam Islam perbuatan

semacam ini tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

seorang penjual dharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap

pembeli.

197 Depertemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta Al-Qur’an:
2016), h. 587.
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6. Membengun hubugan baik antar kolega
Islam menekankan hubungan lonstruktif dengan siapapun, inklud antar
sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang stu di
atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-
bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan
pendapatan.

7. Tertib administrasi
Dalam dunia perdagangan ajar bila t Eﬂadl praktik pinja meminjam. Dalam
hubungan ini alq nw ajarka CTunyay. administrasi hutang piutang
tersebut agarrrlhm terhldar dari kesalah gl,terjadl

8. Menetapka dengan transparan

2\
\;[ransparat bisa mjngandung Q\"puan. Untuk itu penjual
2

Harga yang

Sedangkan menurut ble sebagaimana yang di kutip

Sukrisno Agus, bahwa prinsip-prinsip etika'bisnis itu adalah:'%

a. 'ISTI:E bisa(is: dTi shire aoldE stake (SA
b. p i 081 a iSnis: \% 'Rdilan dan

komunieas dunia.
c. Perilaku bisnis: dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya.

d. Sikap menghormati aturan.

198 Sukrisno Agus, Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya,
(Jakarta: Salimba Empat, 2009), h. 126-127.
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e. Dukungan bagi perdagangan multilateral.
f. Sikap hormat bagi lingkungan alam.
g. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis.

Praktik jual beli ijazah merupakan bagian dari kegiatan bisnis dalam
rangka mencari pencaharian kebutuhan hidup dan bertujuan untuk mencari
keuntungan. Adanya peluang yang menjadi salah satu penyebab maraknya jual
beli ijazah di masyarakat. [jazah sebagai bukti atas pencapaian seseorang dalam
menempuh pendidikan merupakaihal yang sangat di inginkan masyarakat, karena

v

: CCs
p,aﬁc;m pekerjaan yang prestisius,

dengan adanya ijazah '&e@‘r ;) bisa
—
Ny '\V y 0 |
misalnya ingin menJ &13 ang PNS, naik Jabat tau,ingin melamar pekerjaan,
\ <4
menjadikan 1jaza s agai salah satu syaratnya. Se seorang yang awalnya

tidak mempunya\ ijazah blsaI den ganl mudah @apatkan jjazah yang

diinginkannya, hanya dengan_membayar sejumlah uang yang telah disepakati

antara pembeli dan penjual.

Seorang yang menda n cara jual beli 1jazah, tidak perlu
mengikuti proses pembelaja dengan membayar sejumlah uang
seseorang bisa mendapatkan ijazah. Bisnis juak beli ijazah ini semakin marak,
“STIBA" MARASS AR" ™
dengan mudah.

Hal ini sangat kontradiksi dengan perraturan pemerintah republik
Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dsn

pengelols perguruan tinggi, yang menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada

mahasiswa adalah mahasiswa yang telah enyelesaikan proses pembelajran dala
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suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan
prundang-undangan oleh perguruan tinggi. Selain itu, untuk penerbitan ijazah di
perguruan tinggi adalah bukan semua perguruan tinggi berhak menerbitkan ijazah.
Adapun perguruan tinggi yang berhak menertibkan ijazah adalah perguruan tinggi
yang program studinya terakreditasi dan ditanda tangani oleh pejabat yang berhak.

Sehingga bisa ditarik benang merahnya bahwa praktik jual beli ijazah

merupakan bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana bisnis Islam

Ez‘gn agama dan tidak melanggar etika

14 Z
dalam melakukan bisnj @a ,satu p

i X
bisnisadalah prmsm/kg idan, prinsip ini m at\élT@n bahwa segala bentuk

kegiatan bisnis ti ak anya memperhatikan keuntu an~tapi mempunyai kaitan
)

dengan Allah sel%ai emberi rizki. Seljm itu b151€ ang dikehendaki Islam
-~

adalah bisnis yang berdasrkan _prinsip_otonomi serta prinsip integritas moral,

merupakan bisnis ynag bersanda\kepada a

5aLam melaksannakan kegiatan
~_

maksud kedua prinsip tersb nengambil sebuah keputusan dan

bertindak berdasarkan kesel n yang baik untuk dilakukan dan

bertanggung jawab secara n atas kep an yang diambil, sedangkan yang

dimaksud prinsip otegritas moral adalah dasar dalam bisnis, yaitu harus menjaga
terbaik.

Kedua prinsip tersbut tidak pernah para pelaku bisnis jual beli ijazah.
Selain itu, salah satu bisnis yang melanggaran kode etik adalah bisnis pemalsuaan
produk. Islam sangat melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, pemalsuan,

dan berbagai tindakan merugikan dalam transaksi, dagang atau bisnis, baik ketika
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menjual atau membeli. Seperti yang penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa
praktik jual beli ijazah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena
mengandung unsur pemalsuan dan penipuan, dimana pemalsuan yang dimaksud
adalah ijazah yang dijadikan objek jual beli dan unsur penipuan juga bisa dilihat
ketika para pembeli mempergunaka ijazah tersebut untuk melamar pekerjaan.
Sehingga pihak perusahaan beranggapan bahwa ijazah tersebut asli, namun pada
kenyataannya ijazah tersebut palsu sehingga pihak perusahaan tertipu dengan

1jzah tersebut.

¢ Z

a® lgmm memberikan rambu-rambu
~_

,agar tidak terjebak k %bisnis yang dilarang oleh

P

Islam sebagai a ?1@@

bisnis kepadan peme/ﬁk

agama. Sehingg a yang didapatkan dalam %alankan sebuah bisnis

\
4
merupakan harta yan g 1alal dan I:trkah I (

Dari pejelasan penulis, dapat_disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah

merupaka bisnis yang tiak snis yang dianjurkan oleh agama

Islam, dan tidak sesuai etike g halal dan berkah adalah bisnis

yang tidak melangar kode isnis yang berpegangan terhadap

prinsip-prinsip bisnis Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-

“STIBA MAKASSAR

}}:mj“\.«.j\j .......... UJ)&%L@A{LML}W gbij‘rﬁg}*}‘-gbu‘}h

Terjemahannya:
Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka
jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.
Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.!®

19 Depertemen Agama RI, alQuran dan Terjemahan Perkata, (PT. Semesta alQuran:
2016), h. 563.
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Dengan demikain, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-
hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti riba, penipuan, dan lain-lainnya,
tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezki dengan halal.

C. Analisis Akibat Jual Beli Ijazah

Tujuan hukum syariah adalah kemaslahatan manusia. Denagn kata lain
tujuan Allah swt mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia. Sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di

akhirat. Kemaslahatan yang dikehendaki Is@ adalah kemaslahatan yang bersifat
\

EEAN o
N V& 3
Demikian juéég Jnya ummat Islam d

wapkan dapat membawa kem %tan antara kedua belah

N
2
da prinsip@nembawa kemaslahatan
2

\ggtiap perilaku hukum di

P

bidang muamalat

Kasus  praktik jual ila dilihat dari rukun jual beli

ssebagaimana rukun jual be pkan dalam figih muamalah sama
dengan rukun jual beli ijaz i nya udah terpenuhi orang yang
berakad. Objek jual beli, dan harga yang ditentukan. Namun, jual beli ijazah jika
"STIBA MAKASSAR ™"
syarat-syarat jual beli, yaitu; syarat objek jual beli, dimana objek jual beli ini
merupakan objek jual yang dilarang dalam agama Islam, karena merupakan objek
yang dipalsukan dan objek jual beli ini melanggar peraturan perundang-undangan

pasal 263 KUHP dan peraturan mentri no. 20 tahun 2003 tentag sistem pendidikan

Nasional.
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Selain itu, praktik jual beli ijazah dilihat dari etika bisnis Islam juga tidak
sesuai dengan bisnis yang digariskan dalam Islam, dimana bisnis jual beli ijazah
merupakan bisnis yang telah melanggar etika bisnis, karena bisnis tersebut
memperjual belikan ijazah palsu ataupun ijazah asli tapi palsu. Selain itu, praktik
jual beli ijazah ini juga tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip
ketauhidan, prinsip taat aturan, dan prinsip integritas moral. Karena praktik jual
beli ijjazah ini merupakan bisnis pemalsuan, dimana seorang pembeli menyeruh
kepada penjual untuk membuatkan ijazah - atau memalsukan ijazah atau pihak
CCs

dﬁ@pakti untuk memberika ijazah
~_

\ﬁgg wisuda. Perbuatan ini

pertama memberikan sej

tanpa harus menglklﬁj?%

dangat dilarang alslam maupun secara huku itif, karena menyeruh
)

kepada seseorang\ k berbuat kan dllj’ang dalau€ m da melawan hukum,

yaitu memalsukan 1 azah

-~
es belajar dan bisa

Berdasarkan penjelas enulis di maka dapat diambil kesimpulan

bahwa akibat hukum dari pr jual beli h adalah dilarang dan praktik jual

beli ijazah tersebut merupa al beli y tidak sah karena tidak memenuhi

syarat sahnya jual beli, yaitu jual beli dianggap sah apabila rukun dan syaratnya
“STIBA"MAKKASSAR™ ™
dilarang karena tidak sesuai dengan kode ituk dan prinsip-prinsip etika bisnis
Islam dan mafsadat dari praktik jual beli ijazah ini lebih besar dibanding dengan
maslahatnya.

Secara hukum positif, praktik juak beli ijazah merupakan praktik jual beli

yang dilarang. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya

66



67

bahwa motif jual beli ijazah tersebut adalah ijazah palsu atau ijazah asli tapi palsu,
maksudnya seseorang bisa mendapatkan ijazah asli dan mendaftar tanpa
mengikuti proses pendidikan hanya dengan memberikan sejumlah uang. Dan
perbuatan jual beli ijazah ini merupakan perbuatan yang melawan hukum,

sehingga setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggung jawabkan.

STIBA MAKASSAR
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KESIMPULAN

Pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang
digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. [jazah disamakan dengan surat
(geschrift) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik,
ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam

lembaran ijazah tersebut.

KUHP, selain di pengaturan tentang tindak
terdapat pada Un%r@ Jndang N<Imo r 20 Iahun 200;

memberikan pidana tamba encabutan gelar akademik. Kebijakan

hukum pidana di masa yan
pemalsuan ‘ijazah memerlukan pembaruan hukum pidana yang harus
“STIBA"MAKASSAR “
pemidanaan.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana
pemalsuan ijazah harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem

hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat hal keadaan

seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana hanya
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diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan
ini. Pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan ijazah masih perlu diatur
tentang pertanggungajawaban mutlak karena antara pelaku pembuat ijazah palsu
dan pengguna ijazah palsu saling berkaitan. Pemidanaan merupakan masalah
terpenting dari suatu kebijakan pemidanaan untuk menunjang tercapainya tujuan
yaitu penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah. Penanggulangan terhadap
tindak pidana pemalsuan ijazah perlu diimbangi dengan pembenahan dan

pembangunan kultur, struktur, da substansi‘llgkum pidana.
\

%
Q12 telah mengatur tentang
~p

<
.. 3 . ‘2 . .
pemalsuan ijazah, -hangg' masih belum memasukkannya sebagai suatu tindak

Dalam Konse

pidana tersendiri a masih digolongkan seba tindak pidana pemalsuan

1 <\)
surat yang diatlk dalam Pas onsep g . Pengaturan tentang
\ 4

penanggulangan tindak pid zah dalam Konsep KUHP telah

mengatur tentang perluasan na yang juga meliputi korporasi,

pengaturan tentang perluasa dak pidana berupa permufakatan
jahat, persiapan, pembantuan sebagaimana didapati pada Pasal

13 sampai dengan Pasal 24.

STIBAMAKASSAR. ...

rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa, praktik
jual beli ijazah merupakan suatu kejahatan dan tindak pidana yang sebagai
kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (geschrift) karena
ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan

pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah
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tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijjazah merupakan praktik
jual beli yang tidak sah karena rukun dan jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi dan
merupakan jual beli yang dilarang secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan
etika bisnis Islam. Selain itu praktik jual beli ijazah juga merupakan perbuatan
yang melanggar hukum yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang no. 20 tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

STIBA MAKASSAR
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